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Studi ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan wakaf dan upaya yang dilakukan 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Cikarang Barat. 
Studi ini merupakan studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil dari studi ini menunjukan 
bahwa mutu pelayanan wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Cikarang Barat sudah cukup 
optimal dalam menyelenggarakan pelayanan wakaf berdasarkan dimensi reliability, assurance 
dan emphaty. Namun ada beberapa dimensi yang belum berjalan sesuai dengan harapan 
pengguna layanan yakni dimensi tangible dan responsiviness yang menghambat 
penyelenggaraan pelayanan wakaf. Hambatan yang ada dalam pelayanan wakaf adala 
kurangnya sosialisasi tentang wakaf kepada masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana dan 
kurangnya sumber daya manusia. Saran perbaikan yang dilakukan adalah dengan 
meningkatkan sarana prasarana, memberikan edukasi kepada masyarakat dan meningkatkan 
kinerja pegawai.  
 
Kata Kunci: kualitas pelayanan, pelayanan wakaf, Kantor Urusan Agama (KUA) Cikarang Barat. 
 
Abstract 
This study aims to determine the quality of waqf services and the efforts made to improve the quality of 
waqf services at the Office of Religious Affairs (KUA) West Cikarang. This study is a descriptive study 
with a qualitative approach. Methods of data collection used observation techniques, interviews, and 
documentation. The results of this study indicate that the quality of waqf services at the Office of Religious 
Affairs (KUA) of West Cikarang is optimal in providing waqf services based on the dimensions of reliability, 
assurance, and empathy. However, several dimensions have not been met by the expectations of service 
users, namely the tangible and responsive dimensions that hinder the implementation of waqf services. The 
obstacles that exist in waqf services are the lack of socialization about waqf to the community, lack of 
facilities and infrastructure, and lack of human resources. Suggestions for improvement are to improve 
infrastructure, provide education to the community and improve employee performance. 
 
Keywords: service quality, waqf service, Office of Religious Affairs (KUA) West Cikarang. 
 
 
72 | Jurnal Kybernan, Vol. 12, No. 2, 2021 
I. PENDAHULUAN 
Pertumbuhan wakaf di Indonesia terus meningkat yang tampak dari bertambahnya 
jumlah serta obyek harta wakaf, baik berbentuk tanah, uang, serta yang lain, yang tersebar 
di bermacam penjuru di Indonesia. (Dahlan et al., 2016). Berdasarkan data dari Sistem 
Informasi Wakaf Indonesia bahwa jumlah wakaf tanah di seluruh Indonesia ada 51.167,21 
Ha, berada di 380.755 lokasi dan bersertifikat sebanyak 61,18% 
(http://siwak.kemenag.go.id diakses 17 Mei 2020).  
Penggunaan tanah wakaf dipergunakan seperti pembangunan masjid, sekolah, 
musholla, makam, pesantren dan kegiatan sosial lainnya. Berdasarkan data dari Sistem 
Informasi Wakaf Indonesia, tanah yang dipergunakan untuk pembangunan masjid sebesar 
44,39%, pembangunan musholla sebesar 28,39%, pembangunan sekolah sebesar 10,68%, 
pembangunan makam sebesar 4,46%, pembangunan pesantren sebesar 3,47%, dan 
pembangunan sosial lainnya sebesar 8,60%. (http://siwak.kemenag.go.id\diakses 17 Mei 
2020). 
Landasan wakaf di Indonesia telah diatur dalam Pasal 1 UU RI Nomor 41 tahun 2004 
tentang wakaf, yaitu: 
 
“Wakaf adalah perbuatan wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian 
harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu 
tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau 
kesejahteraan umum menurut syariah.” 
 
Untuk memperkuat proses sertifikasi tanah wakaf, maka pada tahun 2017 Menteri 
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Adapun proses registrasi sertifikasi 
tanah wakaf dapat dilakukan setelah terbentuknya ikrar wakaf dihadapan Kepala Kantor 
Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Kepala KUA 
meminta sertifikat tanah dari wakif serta menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW). 
















1. Kalijaya 33 23 10 - 13,630 
2. Sukadanau 25 18 7 - 6,841 
3. Danau Indah 5 5 1 - 672 
4. Telaga Murni 21 12 9 - 18,839 
5. Telaga Asih 15 8 7 - 3,689 
6. Gandasari 13 7 6 - 2,436 
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7. Gandamekar 2 1 - - 205 
8. Mekarwangi 13 5 8 - 3,054 
9. Jatiwangi 4 3 1 - 1,765 
10. Cikedokan 7 7 - - 2,490 
11. Telajung 14 10 4 - 4,816 
 Jumlah 152 99 53  58,437 
Sumber: Data KUA Cikarang Barat, 2020  
Berdasarkan Tabel 1 mengenai jumlah data wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) 
Cikarang Barat sampai pada bulan Juni 2020. Dari 12 Desa di Cikarang Barat ada 152 lokasi 
tanah wakaf. Dari 152 lokasi tersebut tanah wakaf yang sudah mempunyai sertifikat yakni 
sebanyak 99 artinya sudah 65% tanah yang sudah bersertifikat. Untuk tanah wakaf yang 
baru mempunyai Akta Ikrar Wakaf sebanyak 53 atau 45%. Dari 152 lokasi tanah wakaf yang 
ada di Cikarang Barat semuanya mempunyai luas 58,437 m2.  
Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kantor Urusan Agama menyebutkan bahwa salah satu fungsi Kantor Urusan Agama 
(KUA) adalah pelaksanaan pelayanan bimbingan zakat dan wakaf. Maka dari itu untuk 
melaksanakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan bimbingan wakaf, 
Kantor Urusan Agama telah melaksanakan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 dimana wakaf bisa dilaksanakan apabila terpenuhinya unsur wakaf sebagai 
berikut: (a) Wakif; (b) Nazhir; (c) Harta benda wakaf; (d) Ikrar wakaf; (e) Peruntukan harta 
benda wakaf; dan (f) Jangka waktu wakaf. 
Kementerian Agama (Kemenag) terus melaksanakan terobosan guna meningkatkan 
mutu layanan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam 5 tahun terakhir. Bermacam terobosan 
yang dilakukan memiliki dampak pada kenaikan kepuasan terhadap layanan KUA. 
Berdasarkan indeks kepuasan warga terhadap layanan KUA pada 2018 terdapat kenaikan 
secara signifikan dari 2016, yakni mencapai 80,40. Upaya yang lain adalah SDM di KUA 
dioptimalisasi dengan masuknya penyuluh agama Islam jadi bagian dari KUA. Dengan 
demikian, peranan KUA tidak sekedar membagikan pelayanan, namun pula memberikan 
bimbingan kepada masyarakat Islam (Amanda, 2019). 
Namun demikian, pelayanan wakaf masih didapati sejumlah permasalahan, pertama, 
lamanya proses pembuatan akta ikrar wakaf. Pemberian Akta Ikrar Wakaf merupakan salah 
satu bentuk pelayanan wakaf yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama, berupa surat yang 
diperlukan untuk proses pembuatan sertifikasi tanah wakaf di kantor BPN. Apabila Akta 
Ikrar Wakaf ini tidak ada, maka nadzir yang mengurus wakaf tidak bisa membuat sertifikat 
tanah wakaf karena merupakan salah satu syarat yang memang harus dipenuhi. Seperti hasil 
wawancara dengan salah satu nadzir Yayasan Wakaf Qobassat Annur yakni Bapak Ahmad 
Husein (wawancara tanggal 24 September 2020) bahwa: 
 
“Pihak Kantor Urusan Agama harus cepat dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf, 
karena dalam SOP yang dibuat oleh pihak Kantor Urusan Agama Cikarang Barat 
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bahwa dalam penerbitan Akta Ikrar Wakaf yakni 1 (satu) hari, tetapi pada 
kenyataannya Akta Ikrar Wakaf tidak terbit dalam 1 (satu) hari”. 
 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama 
(KUA) Cikarang Barat Bapak Judi Muhyidin (wawancara tanggal 18 September 2020) bahwa:  
 
“Berkaitan dengan hal ini kami selaku penyelenggara pelayanan memang masih 
agak lambat dalam melayani masyarakat dalam pelayanan wakaf. Hal ini 
dikarenakan kurangnya jumlah pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA) Cikarang 
Barat khususnya dalam pelayanan wakaf”. 
 
Terkait dengan pernyataan di atas, permasalahan kedua yang muncul adalah 
minimnya pegawai dibidang pelayanan wakaf. Sebagaimana wawancara dengan Kepala 
Kantor Urusan Agama (KUA) Cikarang Barat yakni Bapak H. Agus Salim (wawancara tanggal 
28 Agustus 2020) bahwa: 
 
“Untuk Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA) 
Cikarang Barat ini, masih kurang khususnya dibidang pelayanan wakaf. Hanya 1 
(satu) orang saja pegawai yang melayani pelaksanaan pelayanan wakaf.” 
 
Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dikaji secara mendalam terkait pelayanan 
publik yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama khususnya terkait pelayanan wakaf. 
Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan wakaf di 
Kantor Urusan Agama (KUA) Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.  
 
II. METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam studi ini merupakan metode kualitatif. Bagi Saebani 
(2017), penelitian kualitatif kerap diucap sebagai metode penelitian naturalistik sebab 
penelitiannya dicoba pada keadaan yang alamiah. Metode penelitian kualitatif merupakan 
tata cara yang digunakan buat mempelajari pada keadaan obyek yang alamiah, dimana 
peneliti selaku instrumen kunci, metode pengumpulan informasi dicoba secara triangulasi 
(gabungan), analisis informasi bertabiat induktif, serta hasil riset kualitatif lebih 
menekankan daripada generalisasi. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi 
lapangan dengan menggunakan teknik penelitian: observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dimana penentuan sampel 
didasarkan pada pertimbangan tertentu. Karena penelitian ini mengkaji tentang Kualitas 
Pelayanan Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Cikarang Barat, maka informan penelitian 
adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Cikarang Barat, penyuluh Agama Islam Kantor 
Urusan Agama (KUA) Cikarang Barat, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cikarang Barat, 
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nadzir sebagai pengguna layanan, dan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten 
Bekasi. 
Untuk mengetahui kualitas pelayanan wakaf digunakan teori kualitas pelayanan 
sebagaimana dikemukakan oleh Zeithaml (1990). Menurut Zeithaml terdapat 5 (lima) 
variabel, yakni: Tangible (Bukti Langsung), Reliability (Kehandalan), Responsiveness (Daya 
Tanggap), Assurance (Kepastian) dan Empathy (Empati). 
 
III. PEMBAHASAN 
Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Cikarang Barat. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka didapatkan hasil penelitian mengenai 
kualitas pelayanan publik di Kantor Urusan Agama (KUA) Cikarang Barat sebagai berikut: 
1. Indikator Tangible (Bukti Langsung) 
Penampilan adalah pembentukan diri seseorang untuk menjadi lebih menarik 
terutama dari segi fisik dan juga rapi, sopan luwes, serasi dan menarik (personal appearance) 
sesuai dengan etika dan tata krama yang baik. Berkaitan dengan hal penampilan pegawai di 
Kantor Urusan Agama (KUA) Cikarang Barat merupakan unsur terpenting karena 
penampilan merupakan daya tarik untuk pengguna layanan yang datang. 
Dalam proses pelayanan kemudahan mendapatkan pelayanan, yakni tersedianya 
sumber daya manusia untuk membantu melayani konsumen serta fasilitas pendukung, 
seperti komputer untuk mencari ketersediaan suatu produk. Dalam hal ini kemudahan 
proses pelayanan wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Cikarang Barat terhadap 
masyarakat yang mengurus proses wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Cikarang Barat 
berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Cikarang 
Barat pada 28 Agustus 2020 mengatakan bahwa dalam proses pelayanan wakaf telah 
memberikan kemudahan terhadap pengguna layanan yang mengurus wakaf. 
 
2. Indikator Reliability (Kehandalan) 
Kantor Urusan Agama (KUA) Cikarang Barat Kabupaten Bekasi menerapkan janji 
pelayanan “Memberikan Pelayanan Terbaik” dan mempunyai motto pelayanan “Melayani 
Dengan Hati”. Dimana dengan janji pelayanan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama 
(KUA) Cikarang Barat ini harus sanggup menyelenggarakan pelayanan yang sesuai standar 
pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, siap menerima sanksi 
sesuai peraturan perundang-undangan. 
Adanya kemampuan selektif yang tinggi terhadap penanganan pelayanan wakaf 
terhadap masyarakaf (nadzir) merupakan sebuah tindakan yang cekatan dalam 
memberikan pelayanan terbaik. Tindakan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) 
Cikarang Barat didasarkn pada standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan 
merupakan dasar dari tindakan dan perilaku yang diberikan kepada orang lain. Dalam hal 
ini tindakan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Cikarang Barat kepada 
masyarakat (nadzir) selaku pengguna layanan yang menikmati pelayanan wakaf didasarkan 
pada standar pelayanan yang ada. Berdasarkan wawancara dengan H. Agus Salim selaku 
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Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Cikarang Barat pada 28 Agustus 2020, mengatakan 
bahwa ketika melakukan proses pelayanan, pegawai KUA Cikarang Barat selalu berpedoman 
pada tupoksi yang berlaku atau sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan dari Kementerian 
Agama.   
 
3. Indikator Responsiviness (Daya Tanggap) 
Responsiviness merupakan keinginan para pegawai untuk membantu para pelanggan 
dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Daya tanggap (responsiviness), 
pertanggungjawaban ataupun rasa tanggungjawab terhadap kualitas pelayanan, yang 
meliputi keinginan untuk menolong serta membagikan pelayanan yang dapat dimengerti 
serta seksama, membagikan data yang jelas, tidak lama menunggu, kesanggupan 
melaksanakan pelayanan wakaf, serta bersedia mencermati keluhan pengguna layanan. 
Hasil observasi ditemukan bahwa pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Cikarang 
Barat dalam hal ini selalu merespon keperluan pengguna layanan yang sedang menggunakan 
pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) 
Cikarang Barat  H. Agus Salim pada 28 Agustus 2020 mengatakan bahwa respon pegawai 
dalam menanggapi pengguna layanan sudah baik. 
Kecepatan pelayanan merupakan target waktu pelayanan yang dapat diselesaikan 
dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. Melayani dengan 
tepat waktu merupakan salah satu proses bagian dalam pelayanan prima. Maka dari itu 
pelayanan dengan tepat waktu yakni memberikan kepastian kepada pengguna layanan 
dengan waktu yang tepat dan tidak mengulur-ulur waktu pelayanan. Secara utuh petugas 
pelayanan dalam menyampaikan perlu memperhitungkan waktu yang akan disampaikan 
kepada pengguna layanan dan harus memenuhinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
H. Agus Salim pada 28 Agustus 2020 mengatakan bahwa kami akan melakukan pelayanan 
dengan waktu yang cepat apabila pengguna layanan atau masyarakat bisa mengikuti 
prosedur pelayanan yang ada. 
 
4. Indikator Assurance (Kepastian) 
Jaminan pelayanan adalah memberikan kepastian pelayanan dengan 
dilaksanakannya sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan pada pasal 21 
butir (l) menyatakan bahwa:   
“Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai 
dengan standar pelayanan” 
Jaminan waktu dalam proses pelayanan merupakan sebuah pelayanan yang 
didasarkan pada waktu  untuk melayani pengguna layanan dengan tepat.  Berdasarkan hasil 
observasi dan wawancara yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Cikarang Barat 
bahwa Kantor Urusan Agama belum memberikan jaminan waktu pelayanan yang pasti 
kepada pengguna pelayanan. Sedangkan jaminan legalitas pelayanan di Kantor Urusan 
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Agama (KUA) Cikarang Barat berupa cap dan juga tanda tangan sah dari Kepala Kantor 
Urusan Agama (KUA). 
Biaya dalam proses pelayanan merupakan ongkos yang dikenakan kepada penerima 
layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 
besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pegawai dalam proses pelayanan. Pihak 
Kantor Urusan Agama (KUA) Cikarang Barat telah menjamin kepastian biaya dari setiap jenis 
pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 
  
5. Indikator Emphaty (Empati) 
Mendahulukan kepentingan pengguna layanan merupakan sebuah prioritas dalam 
proses pelayanan. Sebagai pegawai pelayanan sebaiknya mendahulukan kepentingan 
pengguna layanan daripada kepentingan yang bersifat pribadi. Keramahan serta perilaku 
santun pegawai pelayanan sangat dibutuhkan dalam proses pelayanan. Sebab pada dasarnya 
seluruh orang akan menyukai tempat pelayanan yang didalamnya terdapat petugas yang 
ramah serta santun. Hasil observasi yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Cikarang 
Barat dalam proses pelayanan wakaf menunjukkan bahwa petugas pelayanan telah 
memberikan perilaku yang santun serta ramah kepada pengguna layanan. 
Menurut Potler dalam Supriono (2003), pelayanan yang bermutu butuh sebagian 
kriteria, antara lain dapat menjamin rasa keadilan, yakni terbuka dalam membagikan 
perlakuan terhadap orang ataupun sekelompok orang dalam kondisi yang sama. Sinambela, 
dkk (2007) pun menyatakan jika mutu pelayanan tecermin dari, antara lain kesamaan hak 
yakni pelayanan yang tidak melaksanakan diskriminasi dilihat dari aspek apapun spesialnya 
suku, ras, agama, kalangan, serta status sosial. 
Dalam memberikan pelayanan wakaf kepada masyarakat Kantor Urusan Agama 
(KUA) Cikarang Barat mengalami beberapa hambatan, antara lain adalah sebagai berikut: 
a. Rendahnya pemahaman masyarakat terkait Akta Ikrar Wakaf  
Minimnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya membuat Akta Ikrar Wakaf. Dalam 
hal ini Akta Ikrar Wakaf berfungsi sebagai langkah awal untuk membuat sertifikat wakaf. 
b. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan wakaf 
Jumlah sarana dan prasarana pelayanan wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Cikarang 
Barat masih perlu dilengkapi untuk dapat menciptakan suasana nyaman bagi pemohon 
pelayanan. Misalnya saja belum terdapatnya papan informasi alur layanan wakaf, 
pendingin ruangan yang yang tidak berfungsi atau mati, serta penyimpanan dokumen 
yang masih belum tertata sebagaimana mestinya yang pada akhirnya menyebabkan 
petugas mengalami kesulitan dalam menemukan arsip yang dibutuhkan dan mengganggu 
kerapian ruang pelayanan. 
c. Sumber Daya Manusia 
Dalam pemberian pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sangat dibutuhkan 
aparatur pemerintah yang memadai. Baik itu kuantitas maupun kualitasnya. Jumlah 
petugas yang menjadi pelayan wakaf hanya satu orang. Selain itu petugas yang melayani 
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wakaf memiliki tugas pokok yang lain yang menjadi pegawai tersebut tidak fokus dalam 
pelayanan wakaf yang ada.  
 
IV. Kesimpulan  
Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa kualitas pelayanan wakaf di Kantor 
Urusan Agama (KUA) Cikarang Barat sudah cukup optimal. Hal ini berdasarkan dari ketiga 
indikator yang berjalan dengan cukup optimal yakni dimensi Reliability, Assurance dan 
Empathy. Namun masih ada beberapa dimensi yang belum berjalan dengan optimal yakni 
Tangible dan Responsiveness.  
Untuk memperbaiki kualitas pelayanan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Cikarang 
Barat perlu berupaya memperbaiki sarana dan prasarana yang ada. Dalam hal ini tempat 
penyimpanan berkas, alat pendingin ruangan dan menata ruang kantor sebaik mungkin 
untuk kenyamanan para pengguna layanan. Selain itu, jumlah pegawai harus ditambah 
khususnya yang mengurus bidang wakaf. 
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